PROSIDING NASIONAL INNOSET 2025
(Innovation in Science, Social Science, Education and Technology)
Universitas Islam Makassar Al Gazali

Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembuatan E-KTP Pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar

Andi Muhammad Wiryawan'*, Zulkarnain Umar?, Mariati Rahman?

123Universitas Islam Makassar

*Corresponding Author
'wir9544@gmail.com

Abstrak: Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembuatan E-KTP Pada Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar di bombing oleh Bapak Zulkarnain Umar dan lbu Mariati
Rahman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan publik dalam
pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dengan faktor
yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP.
Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data melalui
observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan sebanyak 9 orang, 4 orang pegawai
disdukcapil dan 5 orang masyarakat. Teknik analisis data digunakan teori interaktif melalui
tahapan; pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan Kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan, implementasi kebijakan publik pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Makassar. ini telah berjalan dengan baik dan mencakup berbagai metode,
termasuk penggunaan media sosial, situs web, layanan mobile, serta kunjungan ke sekolah-
sekolah untuk melayani perekaman e-KTP bagi pemula. Dan faktor- faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan publik ialah Komunikasi, Sumber Daya dan disposisi serta Struktur
Birokrasi.
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PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang diberlakukan pada tahun
1945, dengan tegas menetapkan bahwa adalah tugas yang melekat pada negara
untuk memenuhi kebutuhan dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara,
dengan demikian memastikan bahwa sistem pemerintahan yang komprehensif
didirikan yang secara aktif mempromosikan dan memupuk pengembangan
pegawai negeri teladan yang berdedikasi untuk melayani masyarakat. Ini pada
dasarnya adalah tanggung jawab dan kewajiban utama pemerintah untuk
memberikan beragam layanan kepada masyarakat, dan melalui upaya ini, secara
signifikan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan dan moto menyeluruh
yang mewujudkan esensi keterlibatan layanan publik.

Tindakan memberikan layanan kepada organisasi bukan hanya kejadian

kebetulan atau urusan kebetulan; melainkan, ini adalah proses yang disengaja dan
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sistematis yang dikembangkan dengan cermat dari waktu ke waktu. Layanan yang
diberikan oleh organisasi, pada intinya, merupakan konsekuensi langsung dari
persyaratan pekerjaan spesifik dan harapan kinerja yang harus dipenuhi oleh
karyawan dengan tekun, sementara pembentukan dan perumusan persyaratan ini
sendiri memerlukan upaya proaktif dan pandangan ke depan strategis dari pihak
kepemimpinan organisasi. Di antara banyak masalah yang muncul mengenai
prasyarat yang memfasilitasi kesediaan karyawan untuk terlibat dalam pekerjaan
mereka dengan semangat dan antusiasme, salah satu tantangan utama terkait
dengan kapasitas karyawan untuk secara efektif melaksanakan kewajiban dan
tanggung jawab mereka, ditambah dengan faktor kritis partisipasi masyarakat dan
keterlibatan dalam kerangka kerja pemberian layanan secara keseluruhan.
Kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah secara signifikan
mengubah cara individu terlibat dalam kegiatan sehari-hari mereka, karena inovasi
ini memungkinkan tugas dilaksanakan dengan kecepatan, efektivitas biaya, dan
akurasi yang luar biasa, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan
substansif dalam produktivitas kerja secara keseluruhan. Selain itu, evolusi
teknologi informasi dan komunikasi telah memfasilitasi munculnya beragam
kegiatan yang secara fundamental didasarkan pada kemajuan teknologi ini,
terutama terlihat di bidang e-Government, di mana berbagai program telah
dikembangkan, termasuk tetapi tidak terbatas pada inisiatif seperti sistem kartu
identitas elektronik (E-KTP), serta kemajuan di sektor-sektor seperti pendidikan,
kesehatan, dan banyak domain lain yang semakin bergantung pada sistem
elektronik. Dalam konteks ini, sangat penting untuk mengakui dampak mendalam
yang dimiliki perkembangan teknologi ini terhadap struktur dan fungsi
masyarakat, karena mereka tidak hanya merampingkan proses tetapi juga
mendorong aksesibilitas dan efisiensi yang lebih besar di berbagai
sektor.Munculnya kartu identitas elektronik telah memicu transformasi dalam
sistem penerbitan kartu identitas tradisional di Indonesia, yang memungkinkan
individu untuk memiliki beberapa kartu identitas. Fenomena ini muncul dari tidak

adanya sistem layanan kohesif yang menggabungkan data demografis dari
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seluruh negara. Akibatnya, situasi ini memungkinkan masyarakat untuk
mendapatkan kartu ID ganda, yang dapat dieksploitasi dan tetap tidak dapat
dilacak. Misalnya, penyalahgunaan tersebut dapat terjadi dalam konteks
penggelapan pajak, pengaburan identitas asli seseorang yang disengaja untuk
memfasilitasi kegiatan teroris, di antara upaya ilegal lainnya.

Kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan kartu identitas elektronik
(e-KTP) diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi
kependudukan, bersama dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2016, yang
merupakan perubahan kedua terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9
Tahun 2011 tentang pedoman penerbitan kartu identitas penduduk berdasarkan
jumlah penduduk nasional. Selain itu, dibingkai oleh Peraturan Daerah Kota
Makassar No. 9 Tahun 2009 terkait dengan organisasi administrasi kependudukan,
Peraturan Walikota Makassar No. 10 tahun 2004 yang menguraikan prosedur
operasional standar untuk pendaftaran penduduk dan layanan pendaftaran sipil
di Kota Makassar, serta Peraturan Walikota Makassar No. 8 tahun 2016 yang
menggambarkan pembentukan jabatan, struktur organisasi, tanggung jawab,
fungsi, dan protokol operasional dinas kependudukan dan pendaftaran sipil.

Kerangka kontekstual dari masalah yang dibahas dalam penelitian ini
adalah bahwa, dengan meningkatnya prevalensi layanan yang diberikan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar, banyak tantangan
dalam pemberian layanan ini terwujud. Selain itu, berbagai komplikasi muncul
dalam Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Sipil Makassar sehubungan dengan
keterlibatan masyarakat, seperti yang berkaitan dengan administrasi
kependudukan dan penerbitan kartu pendaftaran. Informasi yang diperoleh baik
secara langsung maupun melalui saluran media sering mengekspos beberapa
kekurangan dalam layanan pemerintah, yang pada gilirannya menimbulkan
ketidakpuasan publik.

Berdasarkan evaluasi dan perspektif yang diartikulasikan sebelumnya,
masalah inti berkaitan dengan kemanjuran layanan birokrasi. Analisis

menunjukkan bahwa layanan publik telah gagal memenuhi harapan masyarakat
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dalam hal efektivitas operasional dan pemanfaatan layanan ini.

Dalam konteks fungsi yang dilakukan oleh birokrat atau lembaga
pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, administrasi Kantor
Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar telah menerapkan kebijakan
berorientasi layanan yang bertujuan meningkatkan pengelolaan administrasi
kependudukan, dicontohkan dengan pengenalan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (E-KTP). Inisiatif ini berupaya merampingkan pemberian layanan bagi
masyarakat, sehingga bercita-cita untuk meningkatkan kualitas layanan secara
keseluruhan yang dialami oleh publik.

Dengan meningkatkan aksesibilitas layanan, diharapkan antusiasme
masyarakat akan meningkat, bersamaan dengan meningkatnya kesadaran tentang
pentingnya memiliki kartu identitas elektronik di kalangan penduduk. Meskipun
demikian, administrasi proses penerbitan kartu identitas untuk masyarakat terus
menghadapi banyak tantangan dan belum mencapai tujuan mengamanatkan
kartu identitas elektronik untuk anggota masyarakat.

Maka Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui
Implementasi  Kebijakan Publik Dalam Pembuatan E-KTP Pada Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar (2) untuk mengetahui faktor-
faktor mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembuatan E-KTP

Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar.

METODE
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif , Dimana peneliti secara langsung
melihat fenomena pada obyek penelitian sesuai dengan kondisi riel atau apa
adanya. Tehnik pengumpulan data menggunakan metode ; observasi,
wawancara, dukumentasi dan refrerensi. Jumlah informan sebanyak 7 orang
diantaranya; kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk, staf pdukcapil dan
Masyarakat (5 orang). Tehnik nalisis data digunakan metode intraktif Smile
Huberman dalam Sugiyono 2012 dengan tahapan pengumpulan data, reduksi

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembuatan E-KTP Pada Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar

Seperti yang kita ketahui bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan

efisiensi dan transparansi dalam layanan administrasi kependudukan. Dalam

pelaksanaannya, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga

negara terdaftar secara resmi dan memiliki identitas yang sah, yang diperlukan

untuk berbagai keperluan administrasi, seperti pemilihan umum, layanan

kesehatan, dan lainnya.

a.

Pengembangan Program Sosialisasi

Berdasarkan hasil penelitian seluruh informan dapat di simpulkan bahwa,
Program sosialisasi pembuatan e-KTP di Kota Makassar telah berjalan
dengan baik dan menyeluruh. Disdukcapil menggunakan berbagai
metode sosialisasi, termasuk melalui media sosial, website, serta layanan
mobile yang menjangkau 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Pendekatan
ini juga melibatkan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk melayani
perekaman e-KTP bagi pemula. Masyarakat merespon positif inisiatif ini,
dengan banyak yang merasa lebih memahami prosedur pembuatan e-KTP
setelah mengikuti sosialisasi. Meskipun sosialisasi sudah efektif, terdapat
tantangan dalam hal waktu tunggu di Disdukcapil Kota Makassar.
Beberapa masyarakat mengeluhkan antrean yang panjang saat mengurus
e-KTP. Ada harapan agar Disdukcapil dapat meningkatkan efisiensi
pelayanan dengan menambah jumlah petugas atau membuka lebih
banyak loket. DinaspKependudukan danpPencatatan SipilpKota
Makassarimenunjukkan komitmen yangikuatidalam memastikan seluruh
masyarakat memahami pentingnya memiliki E-KTP dan cara
mendapatkannya. Ini tercermin dari berbagai upaya sosialisasi yang
mereka lakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Berdasarkan hasil penelitian seluruh informan dapat di simpulkan bahwa
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berbagai inovasi yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar, seperti layanan Perisai,
pendaftaran online, E-KTP digital, dan layanan jemput bola, telah
mendapat tanggapan positif baik dari pihak internal maupun masyarakat.
Pegawai Disdukcapil menilai inovasi-inovasi ini sebagai upaya signifikan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam mempermudah
akses dan memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dari sisi masyarakat, inovasi-inovasi ini dirasakan sangat membantu,
terutama dalam hal kepraktisan dan efisiensi waktu. Banyak warga yang
mengapresiasi layanan online yang memudahkan mereka mengurus
dokumen tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil. Namun, beberapa
warga juga memberikan masukan untuk peningkatan lebih lanjut, seperti
menambah fitur pamantauan status dokumen secara daring dan
meningkatkan stabilitas aplikasi mobile. Secara keseluruhan, inovasi-
inovasi ini dianggap sebagai langkah maju dalam pelayanan publik,
meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk
lebih memenuhi kebutuhan masyarakat.

c. Pemberdayaan Masyarakat
Berdasarkan hasil penelitian seluruh informan dapat di simpulkan bahwa
ada upaya pemberdayaan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Makassar, beberapa masyarakat merasa bahwa hasilnya masih belum
optimal. Kendala teknis, infrastruktur, birokrasi, dan distribusi informasi
yang tidak merata menjadi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi
pemberdayaan masyarakat

d. Pelatihan Pegawai Publik
Hasil wawancara dengan seluruh informan dapat di simpulkan bahwa
pelatihan pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Makassar telah memberikan dampak positif pada kualitas pelayanan,
namun masih ada ruang untuk perbaikan. Fokus ke depan sebaiknya

diarahkan pada peningkatan konsistensi kualitas pelayanan, penguatan
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soft skills pegawai, dan penyesuaian frekuensi serta materi pelatihan untuk
mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Sistem Monitoring Dan Evaluasi

Hasil penelitian Imlementasi kebijakan dalam pembuatan E-KTP pada
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makakassar dari 5 indikator
diantaranya ; Pengembangan Program Sosialisasi, Peningkatan Kualitas
Pelayanan, pemberdayaan Masyarakat , Pelatihan pegawai, Monitoring
dan evaluasi suddah berjalan dengan baik, namun masih belum maksimal.

Dengan demikian penelitian ini sudah sejalan dengan teori

2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik Dalam

Pembuatan E-KTPDinas Pencatatan Sipil Kota Makassar

a.

Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian seluruh informan dapat di simpulkan bahwa
Secara keseluruhan, baik pegawai maupun masyarakat menyadari
pentingnya penyesuaian sumber daya di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Makassar. Pegawai menekankan pada pelatihan dan
pemanfaatan teknologi, sementara masyarakat berharap peningkatan
kecepatan dan efisiensi layanan. Ada kesepakatan umum bahwa
peningkatan kompetensi pegawai dan penyebaran titik pelayanan telah
membantu, namun masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut agar
pelayanan publik dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian seluruh informan dapat di simpulkan bahwa
Secara keseluruhan, disposisi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Makassar memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan
akurasi pelayanan, khususnya dalam proses pembuatan e-KTP. Meskipun
sudah ada peningkatan dalam teknologi dan alur pelayanan, masih ada
ruang untuk perbaikan lebih lanjut, terutama dalam hal konsistensi
prosedur, pelatihan pegawai, dan implementasi teknologi disposisi yang

lebih canggih.
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Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian seluruh informan dapat di simpulkan bahwa
Secara keseluruhan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Makassar
telah menerapkan SOP yang baik dan mendapat respon positif dari
masyarakat. Namun, terdapat beberapa area yang masih dapat
ditingkatkan, seperti kecepatan pelayanan, komunikasi SOP kepada
masyarakat, serta sosialisasi layanan online. Peningkatan di area-area ini
diharapkan dapat membuat pelayanan di Disdukcapil Makassar semakin

efisien dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Pembahasan

a.

Pengembangan Program Sosialisasi

Menurut Soekanto Soerjono (2002) Pengembangan program sosialisasi,
pelayanan publik dapat di rancang untuk mendidik masyarakat tentang
layanan yang tersedia, hak dan kewajiban mereka, serta cara mengakses
layanan tersebut.

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Peningkatan kualitas layanan, memahami agen-agen sosialisasi dapat
membantu dalam meningkatkan kualitas layanan publik dengan
memastikan bahwa informasi dan  edukasi tentang layanan publik
disampaikan melalui saluran yang efektif.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat, sosialisasi yang baik dapat memberdayakan
masyarakat untuk lebih aktif berpasitipasi dalam proses pengambilan
keputusan yang mempengaruhi  kehidupan mereka, sehingga
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
Pelatihan Pegawai Publik

Pemahaman tentang proses sosialisasi dapat di gunakan untuk melatih
pegawai publik agar lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan dan

harapan masyarakat.
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f.  Sistem Monitoring Dan Evaluasi

Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai secara berkala untuk
memastikan efektivitas pelayanan dan mengidentifikasi area yang perlu di
perbaiki.

Hasil penelitian Imlementasi kebijakan dalam pembuatan E-KTP pada
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makakassar dari 5 indikator
diantaranya ; Pengembangan Program Sosialisasi, Peningkatan Kualitas
Pelayanan, pemberdayaan Masyarakat , Pelatihan pegawai, Monitoring
dan evaluasi sudah berjalan dengan baik, namun masih belum maksimal.
Dengan demikian penelitian ini sudah sejalan dengan teori Soekanto
Soerjono 2002 dan Hasil penelitian Sylfia dkk (2020) yang menyimpulkan
bahwa implementasi kebijakan pelayanan E-KTP di Kecamatan Majalaya
Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan baik. Begitu pula hasil
penelitian Vocci Monica dkk (2019) di kecamatan Dempasar Utara dengan
menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembuatan E-KTP sudah berjalan

sesuai procedure kebijakan public.

KESIMPULAN

1. Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembuatan (E-KTP) pada Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dapat di ukur berdasarkan
5 indikator sudah berjalan dengan baik yaitu: Pengembangan Program
Sosialisasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat,
Pelatihan Pegawai Publik, Hasil Dan Monitoring. Namun demikian: beberapa
aspek yang perlu diperbaiki untuk lebih memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik Dalam
Pembuatan (E-KTP) pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

Makassar yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.
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